
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki struktur asli 

berdasarkan hak asal-usul dengan karakteristik khusus. Berdasarkan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa termasuk desa adat atau 

sebutan lain yang setara, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki wilayah dengan batas yang jelas, serta memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola kepentingan masyarakat lokal. 

Keberadaan dan fungsi Desa didasarkan pada pengakuan terhadap prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dilindungi dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi 

keberagaman, partisipasi masyarakat, kemandirian yang bersumber dari otonomi 

asli, nilai-nilai demokrasi, serta penguatan kapasitas masyarakat.
1
 Desa, atau 

dengan berbagai sebutan lain yang bervariasi di Indonesia, pada mulanya adalah 

suatu organisasi komunikasi lokal yang memiliki batas wilayah tertentu, dihuni 

oleh penduduk, dan memiliki tradisi serta aturan sendiri dalam mengatur 

kehidupan mereka.
2
 Desa terbagi menjadi 3 kelompok  tingkatan berdasarkan 

kemandiriannya. Desa swadaya masih bergantung pada bantuan luar, desa 
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swakarya mulai berkembang dengan mengelola sumber daya lokal, dan desa 

swasembada telah mencapai kemandirian penuh tanpa ketergantungan eksternal.
3
 

Keterbukaan informasi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis, hal ini sejalan dengan Pasal 28F  Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi 

serta berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan dirinya pribadi beserta 

lingkungan sosialnya, dan berhak mencari, memperoleh, memiliki, serta 

menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala bentuk sarana media yang tersedia.
4
 

Desa dalam penyelenggaraannya dijalankan pemerintahan desa, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, adalah badan publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan pemerintahan desa dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat. 

Untuk mengembangkan potensi desa, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang menyebutkan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan asas 

keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif.
5
 Keterbukaan informasi dalam 

pemerintahan desa merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola 

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui akses informasi yang jelas 
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dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam 

pengelolaan desa, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih efektif serta 

berorientasi pada kepentingan publik. 

Informasi publik adalah data atau dokumen yang dikelola oleh badan publik 

dan dapat diakses masyarakat, kecuali yang dibatasi oleh hukum untuk 

kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik 

memiliki kewajiban untuk menjamin keterbukaan informasi publik, termasuk 

lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang 

memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini juga mencakup 

organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun tidak, seperti 

lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola 

atau menggunakan dana yang seluruhnya atau sebagian bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, maupun bantuan dari luar negeri sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Infomasi Publik.
6
 Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan desa 

yang termasuk bagian badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik 

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta 

pelayanan masyarakat. 
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Lebih lanjut keterbukaan informasi, masyarakat desa memiliki hak untuk 

meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa. Informasi tersebut 

mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga 

berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan tersebut demi menjamin transparansi 

dan keberlanjutan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut 

menjadi pilar hukum dimana masyarakat harus diikut sertakan dalam 

pemerintahan desa sesuai dengan porsinya yang diatur undang-undang agar 

tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan sederhana sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat desa.  

Indonesia menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-

undang ini bertujuan untuk memastikan hak setiap warga negara dalam 

mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang 

merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi. Regulasi ini merupakan jalur 

menuju era di mana informasi dapat diakses secara bebas dan penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan dengan transparansi serta akuntabilitas, yang secara resmi 

diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.
7
 Regulasi ini menjamin hak 

masyarakat desa dalam layanan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan 
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desa, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas layanan 

publik. 

Standar pelayanan minimal desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Desa. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah bagi setiap 

warga.
8
 Regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan proses birokrasi. 

Pemerintah desa adalah unit minimum negara, sehingga cepat dan sensitif 

untuk merumuskan kebijakan, menyediakan layanan informasi publik desa, dan 

menyelesaikan masalah yang ada untuk berinteraksi secara langsung 

dengan masyarakat desa.
9
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang mana menjelaskan standar 

layanan yang wajib disediakan dalam menjalankan keterbukaan informasi pada 

pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat 3 klasifikasi 

informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan oleh pemerintah 

desa yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan dokumentasi. 

Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik Desa bahwa pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi mengkoordinasi seluruh informasi publik desa yang meliputi: (1) 
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Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) 

Informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta; (3) Informasi 

publik desa yang wajib disediakan setiap saat. Selain itu Pasal 7 Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, 

pemerintah desa wajib membuat peraturan desa mengenai keterbukaan informasi 

publik. Pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik kepada masyarakat. 

Informasi publik mencakup data yang dikelola atau diterima badan publik terkait 

penyelenggaraan negara. Penggunaan dana desa dari APBN untuk pembangunan 

desa termasuk informasi publik yang harus diketahui masyarakat.
10

 Kewajiban ini 

harus dijalankan oleh pemerintah desa secara optimal demi menciptakan 

pemerintahan yang berkualitas.  

Kecamatan Kumpeh merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh memiliki 16 desa, yakni: Desa 

Puding, Desa Pulau Mentaro, Desa Betung, Desa Pematang Raman, Desa Sungai 

Bungur, Desa Seponjen, Desa Sogo, Desa Sungai Aur, Desa Jebus, Desa Gedong 

Karya, Desa Rantau Panjang, Desa Londerang, Desa Petanang, Desa Mekar Sari, 

Desa Rondang, Desa Maju Jaya.
11

 Berdasarkan hasil observasi penulis, 

pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh menjalankan keterbukaan informasi 

antara lain melalui penggunaan website desa. Namun, meskipun regulasi 

mengharuskan adanya peraturan desa mengenai keterbukaan informasi, sebagian 
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besar desa belum menyusunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi 

dari pemerintah daerah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas Hanya Desa Mekar Sari dari 16 desa di 

Kecamatan Kumpeh yang telah menetapkan regulasi terkait layanan informasi 

publik dan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Meskipun 

seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh telah memiliki website desa 

masing-masing, namun dalam pengoperasiannya masih dilakukan bersama tanpa 

menunjuk pejabat khusus. Pada dasarnya, pemerintah setempat baik di tingkat 

kecamatan maupun kabupaten telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada 

aparat desa terkait layanan keterbukaan informasi. Namun, belum ada arahan yang 

mewajibkan setiap desa untuk menyusun peraturan desa tentang keterbukaan 

informasi. Hal inilah menjadi faktor yang menyebabkan keberadaan website 

tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Langkah pertama dalam layanan informasi publik membentuk peraturan 

desa yang sesuai dengan peraturan lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan 

umum. Peraturan ini harus disusun secara demokratis dan partisipatif, melibatkan 

masukan masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga harus mencakup 

pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
12

 

Berdasarkan Indeks Desa Membangun, peneliti menetapkan lokasi 

penelitian pada desa-desa dengan tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu desa 

swadaya, swakarya, dan swasembada. Adapun desa yang menjadi objek penelitian 

meliputi Desa Mekar Sari sebagai desa swasembada, Desa Sungai Aur sebagai 
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desa swakarya, serta Desa Jebus yang sebelumnya berstatus desa swadaya dan 

saat ini telah berkembang menjadi desa berkembang. 

Penerapan keterbukaan informasi publik melalui website desa di Kecamatan 

Kumpeh belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi di pemerintahan 

desa belum maksimal. Kendala utama terletak pada belum adanya peraturan desa 

yang mengatur keterbukaan informasi publik serta belum terbentuknya Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat desa. Penulis tertarik meneliti 

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh serta menilai 

efektivitas penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam perspektif Hukum 

Administrasi Negara. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dalam 

membuat penelitian ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis 

ilmiah Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KETERBUKAAN 

INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

DI KECAMATAN KUMPEH.” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Pemerintahan Desa 

di Kecamatan Kumpeh? 



2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam 

Menerapkan Keterbukaan Informasi Pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Kumpeh? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan  rumusan  masalah yang telah ditetapkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Kumpeh. 

2. Untuk Memahami Efektifitas Penerapan Prinsip Keterbukaan 

Informasi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh Dalam 

Perspektif Hukum Administrasi Negara. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

maupun praktis, di mana manfaat tersebut meliputi: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di Fakultas 

Hukum Universitas Jambi, khususnya Hukum Administrasi Negara 

dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik desa. Penelitian 

ini dapat memberikan perspektif yang memperkaya pemahaman 

tentang bagaimana kebijakan transparansi dan akses informasi publik 

diterapkan dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini akan menambah wawasan dan referensi dalam bidang 



ilmu hukum, serta membantu pengembangan penelitian yang lebih 

lanjut di bidang administrasi negara. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan menambah pengetahuan bagi peneliti, pemerintahan desa yang 

digunakan sebagai pertimbangan atau rekomendasi pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa, serta Partisipasi 

masyarakat di Kecamatan Kumpeh demi mencapai Pemerintahan 

Desa yang berkualitas. 

E. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keterbukaan Informasi Publik 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik mendefinisikan informasi publik sebagai informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, disebarkan, dan diterima oleh 

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggaraan layanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, keterbukaan 

informasi sangat penting untuk memperbaiki kelemahan dalam 

mekanisme kelembagaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan terwujudnya kebenaran dan keadilan, dengan 

memberikan akses yang transparan dan akurat kepada publik terhadap 

informasi yang relevan. Keterbukaan informasi memungkinkan 

masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga-



lembaga negara, serta mendorong akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan.
13

 

2. Pemerintah Desa 

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan 

lain yang dibantu oleh perangkat desa, yang merupakan bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dijalankan 

oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal bernegara, 

pemerintahan memegang peranan penting untuk mengatur, 

melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat negara 

memiliki kekuasaan untuk memaksa, menguasai, dan mengatur segala 

aspek kehidupan. Dengan keberadaan pemerintahan, pengendalian dan 

pengawasan wilayah serta batas-batasnya dapat dilakukan secara lebih 

teratur dan efisien.
14

 

3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Kepala desa memiliki tugas dan fungsi mengelola pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan, membina, dan memberdayakan 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perencanaan 
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anggaran, koordinasi, dan hubungan antara pemerintah dan warga.
15

 

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, kepala desa memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola 

pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan 

kepada masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa, dan 

menjaga  hubungan  kemitraan  dengan lembaga masyarakat  dan 

lembaga lainnya. Semua itu dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16

. Adapun perangkat 

desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 

teknis. Tugas dan fungsi perangkat desa ialah membantu kepala desa 

dalam sistem pemerintahan desa sebagaimana tersebut diatas.  

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini memiliki kerangka konseptual dan menjadi batasan-batasan dalam penelitian 

ini agar tidak melebar dalam pembahasannya. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis membatasi kerangka konseptual dengan judul “Analisis Tingkat 

Pemahaman dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Aparat Desa 

di Kecamatan Kumpeh”. 

F. Landasan Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

                                                           
15

 Novi Susanti dan Sukamto Satoto, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan 

Pembangunan,” MENDAPO Journal of Administration Law 1 (2020), https://online-

journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/10987. hlm 2. 
16

 Lusya Fista dan Dan Parjiyana, “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan 

Kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu,” Journal of 

Public Administration Review 1, no. 1 (2024), 

https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16339. hlm 2. 



Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. 

Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan 

individu untuk mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau 

dilarang. Kedua, kepastian hukum juga memberikan rasa aman bagi 

individu dari tindakan sepihak pemerintah, karena dengan adanya 

peraturan umum tersebut, individu dapat memahami apa yang dapat 

atau tidak dapat dilakukan negara terhadapnya.
17

 

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang 

bertujuan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapainya, hukum harus 

diterapkan dengan cara yang tepat. Kepastian hukum memerlukan 

adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang 

disusun oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut 

memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum 

berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Dengan adanya 

kepastian hukum, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum.
18

 

Bentuk konkret dari kepastian hukum adalah penerapan dan 

penegakan hukum yang dilakukan tanpa membedakan siapa yang 

melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, setiap 

individu dapat memprediksi konsekuensi yang akan dihadapi jika 

melakukan suatu tindakan hukum, yang sangat penting untuk 
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mencapai keadilan. Hukum sendiri terdiri dari kumpulan peraturan 

atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, yang dapat 

diberlakukan dengan sanksi jika dilanggar. Kepastian hukum menjadi 

elemen yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma 

hukum tertulis.
19

 

2. Teori Good Governance 

Menurut Robert Charlick mendefinisikan good governance 

sebagai pengelolaan urusan publik yang dilakukan dengan efektif, 

melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah, dengan tujuan 

untuk memajukan nilai-nilai kemasyarakatan.
20

 Good governance 

secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang efektif 

dan berkualitas. Kata "baik" dalam konteks ini merujuk pada 

penerapan kaidah-kaidah tertentu yang berpedoman pada prinsip-

prinsip dasar good governance.
21

 Good governance adalah 

pe$nge$lolaan urusan publik yang e$fe$ktif, be$rdasarkan aturan dan 

ke$bijakan yang sah, se$rta be$rpe$doman pada prinsip-prinsip dasar 

untuk me$majukan nilai-nilai masyarakat. 

Pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dapat dilakukan se$cara 

be$rtahap se$suai de$ngan kapasitas pe$me$rintah, pe$ran masyarakat sipil, 
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dan me$kanisme$ pasar. Hubungan antara tata ke$lola pe$me$rintahan yang 

baik de$ngan pe$layanan publik te$lah me$njadi kajian yang re$le$van, 

me$ngingat ke$dua konse$p te$rse$but me$miliki ke$te$rkaitan yang je$las. 

Salah satu aspe$k fundame$ntal yang me$ne$gaskan urge$nsi pe$layanan 

publik adalah kontribusinya te$rhadap pe$ningkatan ke$se$jahte$raan 

masyarakat. Pe$rspe$ktif ini pe$rlu me$ndapat pe$rhatian se$rius, khususnya 

di ne$gara-ne$gara be$rke$mbang, di mana tingkat ke$sadaran aparatur 

birokrasi dalam me$mbe$rikan pe$layanan optimal ke$pada masyarakat 

masih re$latif re$ndah.
22

 

Ke$pastian hukum, se$bagaimana dije$laskan ole$h Utre$cht, sangat pe$nting 

dalam konte$ks pe$ne$rapan ke$te$rbukaan informasi publik di Ke$camatan Kumpe$h. 

De$ngan adanya re$gulasi yang je$las me$nge$nai ke$te$rbukaan informasi, se$rta 

pe$nunjukan pe$jabat yang be$rtanggung jawab untuk me$nge$lola informasi publik, 

akan te$rcipta rasa aman dan ke$adilan bagi masyarakat. Hal ini juga akan 

me$mastikan bahwa tidak ada ke$kosongan hukum yang me$mungkinkan 

pe$nyalahgunaan we$we$nang dan me$mbe$rikan ke$pastian ke$pada masyarakat 

me$nge$nai hak me$re$ka untuk me$ngakse$s informasi. Ole$h kare$na itu, pe$ne$rapan 

ke$pastian hukum yang konsiste$n dan adil sangat dipe$rlukan untuk me$ncapai 

tujuan ke$te$rbukaan informasi yang maksimal dan pe$me$rintahan de$sa yang le$bih 

transparan se$rta akuntabe$l. 

Se$lain itu, konse$p good gove$rnance$ me$ncakup pe$nge$lolaan urusan publik 

yang e$fe$ktif me$lalui pe$rumusan re$gulasi yang sah se$rta ke$bijakan yang 
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be$rorie$ntasi pada ke$majuan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam konte$ks 

ini, pe$me$rintah de$sa di Ke$camatan Kumpe$h pe$rlu me$njamin bahwa pe$nge$lolaan 

informasi publik dilaksanakan se$cara transparan dan akuntabe$l guna me$ndorong 

partisipasi masyarakat se$rta me$ndukung prose$s pe$ngambilan ke$putusan yang le$bih 

e$fe$ktif dan be$rorie$ntasi pada ke$pe$ntingan publik. 

G. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas pe$ne$litian ini didasarkan pada pe$rbandingan pe$ne$litian ini 

de$ngan pe$ne$litian se$be$lumnya yang me$mbahas topik yang sama, de$ngan tujuan 

untuk me$nunjukkan posisi pe$ne$litian dan me$njamin ke$asliannya se$bagai be$rikut: 

1. Skripsi Re$sta De$wi Nahawati, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 

Program Studi Hukum Tata Ne$gara Jurusan Syariah, Unive$rsitas 

Islam Ne$ge$ri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung “Ke$te$rbukaan 

Informasi Publik Pada Pe$me$rintah De$sa (Studi Kasus Di De$sa Tugu 

Ke$camatan Re$jotangan Kabupate$n Tulungagung).” Tujuan pe$ne$litian 

ini adalah untuk me$nganalisis ke$te$rbukaan informasi publik pada 

pe$me$rintah de$sa di De$sa Tugu, Ke$camatan Re$jotangan, Kabupate$n 

Tulungagung, baik be$rdasarkan pe$raturan pe$rundang-undangan di 

Indone$sia maupun be$rdasarkan fiqih siyasah. Me$tode$ pe$ne$litian yang 

digunakan adalah yuridis e$mpiris, de$ngan pe$ngumpulan data me$lalui 

wawancara, obse$rvasi, dan dokume$ntasi. Analisis data dilakukan 

de$ngan re$duksi data, dan ke$absahan te$muan dijamin me$lalui 

pe$rpanjangan pe$ngamatan, triangulasi, pe$nggunaan bahan re$fe$re$nsi, 

dan me$mbe$rche$ck. Hasil pe$ne$litian me$nunjukkan bahwa pe$laksanaan 



ke$te$rbukaan informasi publik ole$h pe$me$rintah De$sa Tugu dalam 

pe$nge$lolaan dana bantuan de$sa be$lum se$suai de$ngan Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2008 te$ntang Ke$te$rbukan Informasi Publik dan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 te$ntang De$sa, kare$na informasi hanya 

diumumkan di balai de$sa se$hingga tidak se$mua warga dapat 

me$ngakse$snya. Se$lain itu, ke$te$rbukaan informasi publik di De$sa Tugu 

juga be$lum se$jalan de$ngan prinsip fiqih siyasah, kare$na asas 

transparansi dalam pe$nge$lolaan dana bantuan be$lum dite$rapkan, yang 

be$rte$ntangan de$ngan ajaran Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 101 yang 

me$ne$kankan pe$ntingnya transparansi pe$me$rintahan de$mi 

ke$se$jahte$raan masyarakat.
23

 

2. Skripsi Tiva Chairun Nisa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Syariah Dan Hukum, Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Sultan Syarif Kasim 

Riau “Pe$laksanaan Ke$te$rbukaan Informasi Publik Be$rbasis We$bsite$ 

Be$rdasarkan Pe$raturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Te$ntang 

Standar Layanan Informasi Publik di Ke$camatan Lubuk Basung 

Kabupate$n Agam.” Tujuan pe$ne$litian ini adalah untuk me$nge$valuasi 

pe$laksanaan ke$te$rbukaan informasi publik be$rbasis we$bsite$ di 

Ke$camatan Lubuk Basung, Kabupate$n Agam, me$nilai imple$me$ntasi 

Pe$raturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, se$rta me$ngide$ntifikasi 

dan me$nganalisis faktor-faktor pe$nghambatnya. Hasil pe$ne$litian 
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diharapkan dapat me$mbe$rikan re$kome$ndasi untuk me$ningkatkan 

kualitas layanan ke$te$rbukaan informasi publik be$rbasis we$bsite$, 

me$ndukung transparansi dan akuntabilitas pe$me$rintahan di Kabupate$n 

Agam.
24

 Me$tode$ pe$ne$litian yang digunakan adalah yuridis e$mpiris 

de$ngan te$knik pe$ngumpulan data me$lalui angke$t, wawancara, 

obse$rvasi, dan dokume$ntasi. Analisis data dilakukan se$cara kualitatif 

de$ngan pe$nde$katan de$skriptif, me$nggambarkan karakte$ristik atau 

faktor-faktor te$rte$ntu dalam populasi atau wilayah yang dite$liti, dan 

me$nyajikan data se$cara je$las dan rinci. Hasil pe$ne$litian me$nunjukkan 

bahwa pe$laksanaan ke$te$rbukaan informasi publik be$rbasis we$bsite$ di 

Ke$camatan Lubuk Basung be$lum se$suai de$ngan Pe$raturan Komisi 

Informasi No. 1 Tahun 2010, kare$na ke$wajiban pe$nye $diaan dan 

pe$ngumuman informasi be$lum dipe$nuhi, se$rta masyarakat me$ngalami 

ke$sulitan dalam me$ngakse$s informasi. Hambatan utama me$liputi 

be$lum te$rbe$ntuknya PPID, ke$te$rbatasan sarana dan prasarana, se$rta 

kurangnya sumbe$r daya manusia di pe$me$rintahan Kabupate$n Agam.
25 

Pe$ne$litian se$be$lumnya ole$h Tiva Chairun Nisa me$ngkaji ke$te$rbukaan 

informasi publik di pe$me$rintahan de$sa de$ngan subje$k masyarakat Ke$camatan 

Lubuk Basung, Kabupate$n Agam, me$nggunakan Pe$raturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2010 te$ntang Standar Layanan Informasi Publik dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 te$ntang Ke$te$rbukaan Informasi Publik. Pe$ne$litian 
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ini be$rbe$da de$ngan pe$ne$litian pe$nulis kare$na pe$nulis me$nggunakan pe$raturan 

se$pe$rti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 te$ntang De$sa, Pe$raturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2018 te$ntang Standar Layanan Informasi De$sa, dan 

Pe$raturan Me$nte$ri Nomor 2 Tahun 2017 te$ntang Standar Pe$layanan Minimal 

De$sa, se$rta fokus pada hak akse$s informasi masyarakat dan klasifikasi informasi 

yang harus dise$diakan ole$h pe$me$rintahan de$sa di Ke$camatan Kumpe$h. 

Se$dangkan dalam pe$ne$litian Re$sta De$wi Nahawati, te$rdapat pe$rbe$daan di 

mana pe$nulis me$mbatasi pe$ne$litian hanya pada pe$ne$rapan we$bsite$ de$sa. Se$lain 

itu, pe$nulis dalam pe$ne$litian ini tidak me$mbahas ke$te$rbukaan informasi dari 

pe$rspe$ktif hukum Islam atau Al-Qur’an. Dari se$gi te$knik pe$ngumpulan data, 

pe$nulis hanya me$nggunakan wawancara, dokume$ntasi, dan obse$rvasi. 

H. Metode Penelitian 

Me$tode$ pe$ne$litian yang dite$rapkan untuk me$nggali dan me$mahami se$cara 

me$ndalam isi skripsi ini me$ncakup pe$nguraian unsur-unsur be$rikut: 

1. Je$nis Pe$ne$litian 

Je$nis Pe$ne$litian yang digunakan dalam  pe$ne$litian  ini  adalah 

pe$ne$litian be$rdasarkan  fokus kajian pe$ne$litian yuridis e$mpiris. 

Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto dan Sri Mamudji, pe$ne$litian hukum 

e$mpiris me$libatkan pe$ngumpulan data prime$r informasi yang 

dipe$role$h langsung dari masyarakat yang me$rupakan fokus utama 

dalam kajian ilmu sosial te$rhadap fe$nome$na hukum yang dapat 



diamati dalam pe$ne$litian ini.
26

 Pe$ne$litian ini dilakukan pada 

pe$me$rintahan de$sa di Ke$camatan Kumpe$h, de$ngan me$mbandingkan 

re$gulasi yang sudah pe$nulis paparkan di atas de$ngan hasil wawancara 

yang me$njadi data awal pe$ne$litian ini, pe$nulis me$ne$mukan 

ke$tidakse$larasan antara re$gulasi dan pe$ne$rapannya. 

Isu dalam pe$ne$litian ini dalam Pasal 24, 68 ayat (1) a. Bahwa 

dalam jalannya Pe$me$rintahan De$sa itu didasarkan pada Ke$te$rbukaan 

Publik dan masyarakat be$rhak untuk be$rpartisipasi dan me$ngakse$s 

informasi publik yang harus dise$diakan ole$h pe$me$rintahan de$sa 

se$bagaimana diatur dalam Pe$raturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2018 Te$ntang Standar Layanan Informasi Publik De$sa. 

Be$rdasarkan hal te$rse$but pe$nulis me$ne$mukan pe$me$rintahan de$sa 

dike$camatan Kumpe$h be$lum optimal me$laksanakan amanat dalam 

pe$raturan pe$rundang-undangan te$rse$but. 

2. Lokasi Pe$ne$litian 

Adapun lokasi pe$ne$litian ini yaitu dilakukan di De$sa Me$kar 

Sari, De$sa Sungai Aur, dan De$sa Je$bus yang dikate$gorikan se$bagai 

de$sa swadaya, de$sa swakarya, de$sa swase$mbada be$rdasarkan inde$k 

de$sa me$mbangun di Ke$camatan Kumpe$h Kabupate$n Muaro Jambi. 

3. Pe$ne$ntuan Je$nis dan Sumbe$r Data Hukum 

a. Bahan Hukum Prime$r 
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Data yang dikumpulkan se$cara langsung dari 

sumbe$rnya, baik me$lalui wawancara, obse$rvasi, kue$sione$r, 

maupun dokume$n informal yang ke$mudian diolah ole$h 

pe$ne$liti.
27

 Pe$nulis me$ngumpulkan bahan hukum prime$r 

langsung di kantor de$sa dan mayarakat de$sa di Ke$camatan 

Kumpe$h. 

b. Bahan Hukum Se$kunde$r 

Data se$kunde$r me$rujuk pada data yang dipe$role$h dari 

be$rbagai sumbe$r te$rtulis, se$pe$rti dokume$n re$smi, buku-buku 

yang re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian, laporan hasil 

pe$ne$litian, skripsi, te$sis, dise$rtasi, se$rta pe$raturan pe$rundang-

undangan.
28

 

c. Bahan Hukum Te$rsie$r 

Bahan hukum te$rsie$r adalah sumbe$r yang me$mbe$rikan 

pe$tunjuk dan pe$nje$lasan me$nge$nai bahan hukum prime$r dan 

se$kunde$r. Contoh bahan hukum te$rsie$r me$liputi artike$l-artike$l 

dan situs we$b di inte$rne$t yang re$le$van de$ngan judul pe$ne$litian 

pe$nulis.
29
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4. Populasi dan Sample$ Pe$ne$litian 

Me$nurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, contoh dari 

suatu populasi atau subpopulasi yang me$miliki jumlah cukup be$sar, 

dan sampe$l yang diambil harus dapat me$nce$rminkan populasi atau 

subpopulasi te$rse$but.
30

 Populasi pada pe$ne$litian ini ialah masyarakat 

de$sa yang be$rada di Ke$camatan Kumpe$h Kabupate$n Muaro Jambi, 

adapun sampe$l pe$ne$litian ini pe$nulis ialah: De$sa Sungai Aur, De$sa 

Je$bus, De$sa Me$kar Sari yang dite$ntukan dari inde$k de$sa me$mbangun 

se$bagai de$sa swadaya, swakarya, de$sa swase$mbada. 

5. Te$knik Pe$ngumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara me$rupakan me$tode$ pe$ngumpulan data 

prime$r yang dipe$role$h langsung dari re$sponde$n pe$ne$litian di 

lokasi atau lapangan.
31

 Wawancara langsung ke$pada 

masyarakat de$sa yang me$njadi sampe$l pe$ne$litian pe$nulis. 

Wawancara me$rupakan te$knik pe$ngumpulan data yang 

dike$rjakan baik itu tatap muka se$cara langsung atau me$lalui 

me$dia te$rte$ntu.  

b. Dokume$ntasi 

Dokume$ntasi adalah me$tode$ pe$ngumpulan data yang 

dilakukan de$ngan me$manfaatkan dokume$n-dokume$n atau 
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catatan yang ada, se$pe$rti pe$ndapat, te$ori, buku, surat kabar, 

dan sumbe$r lainnya yang re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian ini. 

c. Obse$rvasi 

Tujuan obse$rvasi adalah untuk me$nggambarkan kondisi 

lingkungan, aktivitas yang be$rlangsung, individu yang 

te$rlibat dalam ke$giatan, waktu pe$laksanaan, se$rta makna yang 

dibe$rikan ole$h para pe$laku te$rhadap pe$ristiwa yang diamati.
32

 

Dalam pe$ne$litian ini dilakukan obse$rvasi langsung ke$ kantor 

de$sa dan masyarakat de$sa yang me$njadi sample$ pe$ne$litian 

pe$nulis dan me$lihat bagaiamana imple$me$ntasi ke$te$rbukaan 

informasi dalam pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintah de$sa di 

Ke$camatan Kumpe$h. 

6. Pe$nge$lolaan dan Analisis Data 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan Pe$ngolahan dan Analisis Data yang 

be$rsifat de$skriptif analitis, Analisis data dipe$rgunakan me$lalui 

pe$de$katan kualitatif te$rhadap data prime$r dan data se$kunde$r, dan 

dike$lola se$cara de$skriptif dalam ke$rangka hukum yang me$najadi 

rujukan dalam me$nye $le$saikan pe$rmasalahan yang diangkat dalam 

pe$ne$litian ini. Hasil dari pe$ne$litian ini diuraikan se$cara kualitatif 

se$hingga me$ndapatkan ke$simpulan yang je$las dan be$rhubungan 

de$ngan skripsi ini. 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk me$mahami isi dan pe$mbahasan skripsi ini se$cara je$las dan siste$matis, 

se$rta me$mudahkan pe$nghubungan antar bab, disusunlah siste$matika pe$nulisan 

yang te$rdiri dari e$mpat bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini pe$nulis akan me$nguraikan te$ntang latar 

be$lakang masalah yang me$rupakan titik tolak dalam 

pe$nulisan proposal ini, se$lain juga me$nguraikan 

pe$rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe$ne$litian, 

ke$rangka konse$ptual, me$tode$ pe$ne$litian, orisinalitas 

pe$ne$litian dan diakhiri de$ngan siste$matika pe$nulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini pe$nulis me$nguraian me$nganai konse$p, 

te$ore$tis, asas  yang dijadikan landasan analisis pokok 

pe$rmasalahan me$nge$nai Analisis Tingkat Pe$mahaman dan 

Imple$me$ntasi Ke$te$rbukaan Informasi Publik Ole$h Aparat 

De$sa di Ke$camatan Kumpe$h. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini pe$nulis me$mbahas te$ntang bagaimana tingkat 

pe$mahaman dan imple$me$ntasi ke$te$rbukaan informasi 

publik ole$h aparat de$sa di Ke$camatan Kumpe$h, dan 

bagaimana pe$ran ke$te$rbukaan informasi dalam prose$s 

pe$ngambilan ke$putusan di tingkat de$sa? 



BAB IV PENUTUP 

Pad bab pe$nutup yang me$rupakan bagian akhir dari 

pe$nulisan ini yang be$risikan ke$simpulan dan saran. 

 


